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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 800/066/SK/DPMPTSP/IX /2022
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tentang
Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

—

Mengingat Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun
2016  tentang Pembentukan  Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 7
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita
Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan
pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara
untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
Pelayanan.

Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berbunyi
sebagai berikut:

“Dengan ini Kami menyatakan bahwa:

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan;

2. Bersedia memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
dan akan melakukan perbaikan secara terus — menerus;

3. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
pelayanan, bersedia menerima sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.”



KEEMPAT

KELIMA

Maklumat Pelayanan sebagaiman Diktum KETIGA wajib
dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan dalam menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan nonperizinan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 05 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




